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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam 

perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang 

secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan Teknologi Informasi. Perkembangan 

teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan inovasi baru, yaitu peralihan 

dari sistem kerja konvensional menuju era digital. Perubahan ini ditandai dengan 

meninggalkannya pemerintahan tradisional yang berbasis kertas, dan beralih ke 

pemerintahan elektronik atau e government. Salah satu inovasi yang dihadirkan 

adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk 

mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri turut serta dalam mengikuti penerapan digitalisasi kependudukan 

dengan menghadirkan terobosan baru berupa aplikasi Identitas Kependudukan 

Digital yang selanjutnya disingkat IKD sebagai alat untuk meningkatkan layanan 

administrasi kependudukan. 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bentuk identitas berbasis 

digital yang sedang diimplementasikan untuk menggantikan KTP elektronik. 

Proses penggantian ini sedang dilakukan secara bertahap dan belum diterapkan 

secara wajib untuk seluruh penduduk. Bagi yang telah memiliki e-KTP, mereka 

diperbolehkan membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penjelasan tentang 
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Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat 2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam 

regulasi tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD) merujuk pada informasi 

elektronik yang dipergunakan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 

14, tujuan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk mengikuti 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi 

kependudukan. Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi 

kependudukan oleh masyarakat, memberikan kemudahan serta percepatan dalam 

transaksi pelayanan publik maupun privat dalam bentuk digital, dan melindungi 

kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui sistem autentikasi 

untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Sedangkan fungsi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) mencakup Konfirmasi kepemilikan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) melibatkan verifikasi data identitas sebagai langkah 

pembuktian identitas. Proses autentikasi identitas dilaksanakan melalui verifikasi 

biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code sebagai indikator 

kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, kewenangan 

identitas memberikan kebebasan kepada pengguna Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) untuk mengatur akses data mereka sendiri. Masyarakat yang telah 

mengaktifkan KTP Digital di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga 

dapat mengakses data kependudukan pribadi dan data keluarga dalam Kartu 

Keluarga digital. 
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Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang mengatur 

penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini diharapkan 

dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam administrasi 

kependudukan, seperti kelangkaan blangko KTP-el dan lambatnya proses 

pencetakan dokumen. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan juga menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan administrasi 

kependudukan yang lebih modern dan berbasis teknologi. 

Pada tahurn 2024 permerrintah mernertapkan targert cakurpan kerpermilikan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) serbersar 30% dari jurmlah perndurdurk yang 

surdah mermiliki KTP-erl (durkcapil.kermerndagri.go.id). Merskipurn Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) gerncar disosialisasikan serjak perrtama kali 

dilurncurrkan, namurn pada kernyataannya Masyarakat Kaburpatern Majalerngka masih 

banyak yang berlurm mermiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), bahkan tidak 

tahur akan kerhadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia, dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

layanan kepada masyarakat. 
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Peningkatan pesat dalam teknologi informasi telah menciptakan peluang 

baru dalam pelayanan administrasi publik yang mendorong organisasi sektor publik 

untuk beralih dari layanan manual ke digital. Transformasi ini dianggap sebagai 

solusi yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan kompleks dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong berbagai lembaga 

pemerintah di tingkat nasional dan daerah berusaha secara aktif untuk 

mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam melaksanakan kegiatan 

administrasi publik. 

Meskipun kebijakan ini telah dicanangkan, implementasinya di lapangan 

masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD), keterbatasan 

infrastruktur, dan sumber daya manusia yang belum memadai. 

Dalam situasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 

menanggapi perubahan tersebut dengan mempertimbangkan penerapan aplikasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kota Bandung merupakan kota yang terus 

berkembang menghadapi tuntutan pengelolaan data kependudukan yang semakin 

kompleks. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) menjadi relevan dan krusial untuk memenuhi kebutuhan akan layanan 

administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan efisien. 

Dinas Kerperndurdurkan dan Catatan Sipil Kota Bandung merrurpakan salah 

satu r organisasi ataur lermbaga pada permerrintah daerrah Kota Bandung yang 

kerdurdurkannya berrada dibawah dan be rrtanggurng jawab kerpada Walikota Bandung. 
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Sersurai derngan namanya, Dinas Ke rperndurdurkan dan Catatan Sipil me rnjadi 

Organisasi Permerrintah Daerrah (OPD) yang me rmpu rnyai tu rgas pokok me rmbantur 

Walikota dalam merlaksanakan merrurmu rskan sasaran, merngoordinasikan, mermbina, 

merngervalu rasi dan me rlaporkan kerbijakan dae rrah dalam bidang ke rperndurdurkan dan 

perncatatan sipil yang me rlipurti bidang perlayanan perndaftaran perndurdurk, bidang 

perlayanan perncatatan sipil, bidang pe rngerlolaan informasi administrasi 

kerperndurdurkan dan bidang permanfaatan data dan inovasi pe rlayanan. 

Namun, langkah menuju implementasi kebijakan penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. 

Keamanan data, masyarakat yang masih ragu akan keamanan cyber data pemerintah 

akibat berita peretasan data sektor pemerintah. Resistensi terhadap perubahan 

dimana masyarakat enggan beralih karena menganggap digitalisasi hal yang rumit. 

Serta masalah infrastruktur menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dan 

diatasi. Kebijakan yang diperkenalkan sejak 2022 silam, terbilang baru dan 

membuat masyarakat belum familiar dengan inovasi pelayanan ini. Di Kota 

Bandung sendiri, pengguna atau masyarakat yang sudah aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) terbilang masih sedikit. Menurut Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung angka jumlah aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) per 22 Mei 2025 hanya berjumlah 96.566 jiwa dari 

sekitar 1.917.702 orang wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau hanya 

sebesar 5,04% yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD). 
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Melihat dari penjelasan yang telah diberikan dalam konteks yang telah 

disebutkan sebelumnya serta data kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Kota Bandung. Peneliti memiliki minat untuk mengkaji cara pelaksanaan 

dan eksekusi implementasi dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan judul penelitian 

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan 

penyelenggaraan identitas kependudukan digital di implementasikan. Penelitian ini 

akan menggali pengalaman dan pandangan berbagai stakeholder, pejabat 

pemerintah, dan lembaga terkait. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang 

dinamika implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi 

yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

1.2 Fokus Penelitian Dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokurs pernerlitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kerperndurdurkan dan Catatan Sipil Kota 

Bandung ialah asperk yang te rpat gurna merlihat bagaimana Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berrjalan derngan baik 

sersurai derngan aturran yang terlah ditertapkan. Pernerlitian ini merrurpakan pernerlitian 

yang dilakurkan sercara langsurng terrjurn ker termpat obserrvasi derngan lokasi pernerlitian 

di Dinas Kerperndurdurkan dan Catatan Sipil Kota Bandung terntang Implementasi 
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Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas 

Kerperndurdurkan Dan Catatan Sipil Kota Bandung. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kota Bandung? 

2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan kontribursi dalam 

mernambah perngertahuran dan perngalaman serrta mermperrluras wawasan dalam 

mernerrapkan terori-terori yang pernerliti perrolerh dan jurga dapat digurnakan serbagai 

dasar sturdi u rnturk rerferrernsi bagi pernerliti lain, jurga perngermbangan Administrasi 

Purblik urmurmnya, khursurnya merngernai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kerperndurdurkan Dan Catatan Sipil 

Kota Bandung. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermberri perrtimbangan dan 

surmbangan permikiran yang berrmanfaat terrurtama urnturk instansi terrkait. Serbagai 

bahan perrtimbangan dalam mermberrikan alterrnatif permercahan masalah yang 

dihadapi olerh Dinas Kerperndurdurkan Dan Catatan Sipil di Kota Bandung.


